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ABSTRAK 

Herman Jewarut, 17-75-6135. Membedah Perilaku Korupsi Di Indonesia 

Dalam Terang Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Skripsi. 

Program Sarjana, Program Studi Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik 

Ledalero. 

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh masifnya praktik korupsi di Indonesia. Korupsi 
telah merasuki dan menjalar ke seluruh tubuh pemerintahan baik di tingkat 
nasional maupul lokal. Setiap tahun, selalu ada kasus korupsi yang menggegerkan 
publik. Bahkan, tindakan korupsi itu sendiri telah menjelma menjadi suatu budaya 
politik yang sulit disembuhkan. 

Praktik korupsi ini secara langsung bertentangan dengan sila kelima Pancasila 
‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’. Pada galibnya, keadilan sosial 
merupakan imperatif etis yang tidak hanya mewajibkan negara untuk menjamin 
hak-hak masyarakat sipil, tetapi juga menjamin bahwa pemerintah itu sendiri 
bertindak secara adil baik dalam menjalankan pemerintahan maupun dalam 
merumuskan kebijakan-kebijakan publik.   

Dalam tulisan ini, penulis berusaha mengkaji perilaku korupsi dalam terang sila 
kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima 
Pancasila sangat menekankan suatu tindakan yang adil dalam seluruh bidang 
kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar keadilan sosial harus 
di tempatkan sebagai hal yang pertama dan utama untuk ditegakkan bagi seluruh 
rakyat Indonesia. Bertindak adil bagi seluruh rakyat Indonesia harus merupakan 
suatu tuntutan yang harus direalisasikan. Karena itu, dengan alasan apapun nilai 
keadilan sosial harus ditegakkan karena sudah menjadi tujuan bangsa Indonesia. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskripsis-kualitatif. Objek dari penelitian 
merupakan referensi berupa buku-buku yang membahas tentang Pancasila dan 
korupsi di Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah 
studi pustaka belajar.  

Hasil penelitian disimpulkan bahwa korupsi merupakan persoalan serius yang 
mengancam persatuan dan merusak cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi 
bangsa yang adil dan makmur. Masif dan maraknya masalah korupsi dipicu oleh 
lunturnya pengamalan nilai-nilai pancasila khususnya nilai keadilan sosial. 
Realisasi nilai keadilan sosial dalam kehidupan bangsa Indonesia masih sangat 
minim. Nilai keadilan sosial belum menjadi dasar dalam seluruh pola hidup 
masyarakat Indonesia. Karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus dimulai 
dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila khususnya nilai keadilan sosial. Nilai 
keadilan sosial harus ditegakkan dalam seluruh bidang kehidupan masyarakat 
Indonesia. Keadilan sosial menjadi prinsip hidup bagi seluruh rakyat Indonesia 
dalam seluruh pola hidupnya.   

Kata kunci: korupsi, Pancasila, Indonesia, dan keadilan sosial 
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ABSTRACT 

Herman Jewarut, 17-75-6135. Dissecting Corrupt Behavior in Indonesia in the 
Light of Social Justice for the Whole of the People of Indonesia. Skripsi. 
Undergraduate Program, Philosophy Study Program, Ledalero Catholic School of 
Philosophy.  

This paper is based on the massive corruption practices in Indonesia. Corruption 
has penetrated and spread throughout the government, both at the national and 
local levels. Every year, there are always cases of corruption that stir the public 
up. Indeed, the act of corruption itself has transformed into a political culture that 
is difficult to cure. 

Corruption is directly against the fifth principle of Pancasila "Social justice for the 
whole people of Indonesia ". In itsssence, social justice is an ethical imperative 
that not only obliges the state to guarantee the rights of civil society, but also 
ensures that the government itself acts fairly both in running the government and 
in formulating public policies. 

In this paper, the author tries to examine corrupt behavior in the light of the fifth 
principle of Pancasila, namely social justice for the whole people of Indonesia. 
The fifth principle of Pancasila emphasizes a just action in all areas of life of 
Indonesian society. This is intended so that social justice must be placed as the 
first and foremost thing to be upheld for all Indonesian people. Acting fairly for 
all Indonesian people must be a demand that must be realized. Therefore, for 
whatever reason the value of social justice must be upheld because it has become 
the goal of the Indonesian nation. 

This type of research is descriptive qualitative literature study. The object of the 
research is a reference in the form of books that discuss Pancasila and corruption 
in Indonesia. The data collection method used by the writer is literature study. 

The results of the study concluded that corruption is a serious problem that 
threatens unity and undermines the aspirations of the Indonesian nation to become 
a just and prosperous nation. Massive and rampant corruption problems are 
triggered by the decline in the practice of Pancasila values, especially the value of 
social justice. The realization of the value of social justice in the life of the 
Indonesian nation is still very minimal. The value of social justice has not become 
the basis for the entire lifestyle of the Indonesian people. Therefore, efforts to 
eradicate corruption must begin with the practice of Pancasila values, especially 
the values of social justice. The value of social justice must be upheld in all areas 
of life in Indonesian society. Social justice is a principle of life for all Indonesian 
people in all their patterns of life. 

 

Keywords: Corruption, Pancasila, Indonesia, social justice. 
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